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ABSTRAK

Windi Yulida/222015236/2019/Faktor-Faktor Penyebab Tidak Terealisasinya Pajak Bumi
Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan
Ilir.

Rumusan Masalah dalam Penelitian ini adalah Faktor apa saja yang menyebabkan tidak
terealisasinya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kecamatan Indralaya Utara
kabupaten Ogan Ilir. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui
kesadaran wajib pajak dan tingkat ekonomi wajib pajak sehingga tidak terealisasinya Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Jumlah sampel yang diuji sebanyak 100 sampel yang
didapat dari perhitungan menggunakan rumus Slovin. Data Primer dan Data sekunder yang
diperlukan sebagai dasar analisis, sedangkan teknik pengumpulan datanya adalah wawancara dan
kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini
menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak dengan tingkat persentase sebesar 62% dan tingkat
perekonomian dengan tingkat persentase sebesar 63% tetap menjadi faktor penting tidak
terealisasinya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kecamatan indralaya utara
kabupaten ogan ilir.

Kata Kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Perekonomian
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya pajak merupakan iuran

wajib rakyat kepada Negara. Dari pajak ini yang mana akan digunakan untuk

membiayai kegiatan pemerintahan. Sejak tahun 1999 pembagian pajak menurut

wewenang pemungutan pajak dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak

daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun

2009 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa pajak daerah yang

selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak ialah sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam

menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri, besar

kecilnya pajak akan menetukan kapasitas anggaran negara dalam mebiayai

pengeluaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk

pembiayaan anggaran rutin.

Pajak sangat bermanfaat sekali bagi pembangunan nasional dan

pembangunan daerah. Hasil pungutan pajak tidak saja berfungsi sebagai

sumber dana dari pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

negara melainkan juga sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan

kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Dalam rangka

meningkatkan semua sektor pembangunan yang telah dilaksanakan agar dapat
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berjalan sesuai dengan rencana serta dalam menaikan taraf hidup

masyarakat dan untuk mendukung program pemerintah agar terlaksana secara

berkesinambungan, pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar.Peran

pemerintah daerah juga sangat diperlukan guna mengetahui dana yang

diperlukan untuk meningkatkan pembangunan daerah nya karena pemerintah

daerah lah yang lebih mengetahui kondisi daerahnya.

Berdasarkan sumber-sumber penerimaan Negara, sumber pendapatan

Negara yang paling besar didapatkan dari sektor pajak. Pernyataan itu terbukti

apabila kita menganalisis angka-angka APBN setiap tahun, dapat disimpulkan

bahwa penerimaan sektor pajak merupakan andalan penerimaan Negara yang

digunakan untuk melakukan pembangunan infrastruktur.(Witiya,2014).

Indonesia ialah negara kepulauan yang terbesar di dunia yang terdiri

atas berjuta penduduk. Sehingga pada tahun 2010 indonesia merupakan negara

yang berpenduduk terbesar keempat di dunia. Besarnya jumlah penduduk di

indonesia yang meningkat dari tahun ke tahun, maka kebutuhan bumi/tanah

dan atau bangunan di indonesia akan meningkat. Semakin banyaknya

kebutuhan bumi/tanah maka akan semakin meningkat pula penerimaan pajak

dari sektor pajak bumi dan bangunan tetapi walaupun demikian masih saja

banyak masyarakat yang melalikan kewajibannya untuk membayar pajak.

Pada hakikatnya masalah kelalaian juga berpangaruh terhadap tingkat

kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajibannya, banyaknya

masyarakat yang enggan dan bahkan tidak mau tahu tentang arti penting

membayar pajak dalam hal ini akan menghambat program pembangunan yang

telah dicanangkan oleh pemerintah. Lemahnya sanksi, tingkat pendidikan,
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kemampuan wajib pajak untuk membayar serta pelayanan yang diberikan oleh

petugas pajak juga merupakan hal yang cukup berpengaruh terhadap pertisipasi

masyarakat wajib pajak dalam melaksanakan kewajibanya.

Pajak bumi dan bangunan adalah jenis pajak daerah yang sepenuhnya

diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya, pajak ini penting

untuk pelaksaan dalam peningkatan pembangunan serta meningkatkan

kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu perlu adanya peran serta masyarakat(

Dewi, 2018). Pajak bumi dan bangunan diharapkan dapat memiliki peranan

yang berarti dalam pembiayaan pembangunan daerah. Sebagaimana diketahui

bahwa bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan kepada seorang/badan

hukum yang memiliki, menguasai, memperoleh manfaat bangunan dan/atau

mempunyai hak atau manfaat atas permukaan bumi.

Pajak bumi dan bangunan ialah pajak yang dikenakan atas harta yang

tidak bergerak, oleh sebab itu yang dipentingkan adalah objeknya danoleh

karena itu keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subjek tidak

penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak, maka disebut juga pajak

objektif. Pajak bumi dan bangunan adalah salah satu pajak pusat yang

merupakan sumber penerimaan negara yang sebagian besar hasilnya

diserahkan kepada pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat tempat

objek pajak. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,

khusus PBB sektor perdesaan dan perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah.

Sedangkan PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih

merupakan pajak pusat. Dengan dijadikannya PBB perdesaan dan perkotaan
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menjadi pajak daerah maka penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan

sebagai pendapatan asli daerah.

Berkaitan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan, sebagaimana

yang terjadi dilapangan masih banyak terlihat kekurangan-kekurangan yang

ada didalamnya terutama masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam

pembayaran pajak bumi dan bangunan yang menjadi kewajibanya. Penerimaan

pajak bumi dan bangunan yang efektif tergantung dari keberhasilan pencapaian

penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap target penerimaan yang

ditetapkan. (Skidmore dkk, 2010).

Hal ini terlihat secara merata dari partisipasi masyarakat melalui

pembayaran pajak terutama pajak bumi dan bangunan masih sangat lemah,

oleh karena itu diharapkan setiap masyarakat memiliki kesadaran berpartisipasi

yang tinggi untuk memenuhi kewajiban membayar pajak terutama pajak bumi

dan bangunan. partisipasi seseorang dalam memenuhi kewajiban pada dasarnya

dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain kesadaran, kalalaian, pelayanan,

pengetahuan, lemahnya sanksi dan kamampuan untuk membayar pajak itu

sendiri.

Kecamatan Indralaya Utara terbentuk sejak tahun 2004 berdasarkan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003. Kecamatan Indralaya Utara memiliki

luas wilayah administrasi 472,33 km2 atau 47.233 hektar. Jumlah desa yang

ada dikecamatanIndralaya Utara adalah 15 desa dan 1 kelurahan. Atas latar

belakang tersebut penulis telah merangkum mengenai penerimaan pajak bumi

dan bangunan dikecamatan Indralaya Utara yang didapatkan secara langsung
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dari instansi pemerintahan “Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir”,

sebagai berikut:

Tabel I.1
Target dan Realisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Kecamatan

Indralaya Utara Tahun 2013-2017
Tahun Wajib Pajak Target Realisasi Persentase

2013 15.645 Rp.1.831.618.905 Rp.493.568.794 26,94%

2014 13.880 Rp1.770.549.107 Rp.573.268.669 32,37%

2015 14.465 Rp.1.906.579.568 Rp.766.422.090 40,19%

2016 15.231 Rp.1.967.459.016 Rp.821.437.404 41,75%

2017 16.652 Rp.2.219.572.651 Rp.848.311.577 38,21%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir, 2019

Berdasarkan Tabel I.1terlihat bahwa penerimaan pajak bumi dan

bangunan dikecamatan Indralaya Utara dari tahun 2013 sampai dengan tahun

2017 mengalami kenaikan jumlah yang ditargetkan. Pada tahun 2017 realisasi

pajak bumi dan bangunan merupakan realisasi yang paling rendah dan sangat

jauh dari target yang telah ditetapkan. Setiap tahunnya realisasi mengalami

kenaikan tetapi sangat jauh dari target yang telah ditetapkan. Menurut

wawancara yang dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan

Ilir melalui bapak Jajang Hadi Faktor penyebab tidak terealisasinya PBB

dikecamatan Indralaya Utara ialah masih lemahnya kesadaran wajib pajak

dalam membayar pajak, tingkat ekonomi wajib pajak serta adanya pemekaran

wilayah dikecamatan Indralaya Utara. Berikut disajikan kedalam bentuk tabel

untuk jumlah wajib pajak yang ada di 16 desa di kecamatan Indralaya Utara

kabupaten Ogan Ilir:
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Tabel I.2
Target dan Realisasi PBB Kecamatan Indralaya Utara Tahun 2017

N
o

Desa/kelurahan WP Target Realisasi Perse
ntase

1 Payakabung 462 Rp.43.273.652 Rp.6.229.963 14,39%

2 Bakung 490 Rp.47.685.581 Rp.18.351.176 38,48%

3 Lorok 512 Rp.103.670.063 Rp.31.829.212 30,70%

4 Parit 1.050 Rp.43.589.392 Rp.14.861.645 34,09%

5 Purnajaya 74 Rp.8.225.488 Rp.6.098.577 74,14%

6 Tanjung Baru 462 Rp.51.281.437 Rp.12.436.520 24,25%

7 Sungai Rambutan 1.615 Rp.106.913.167 Rp.59.141.396 55,31%

8 Soak Batok 235 Rp.10.077.298 Rp.6.066.642 60,20%

9 Tanjung Pering 2.450 Rp.361.302.112 Rp.213.421.820 59,07%

10 Timbangan 3.029 Rp.812.259.613 Rp.172.970.058 21,29%

11 Sukamulia 474 Rp.112.509.364 Rp.63.149.737 56,12%

12 Pulau Kabal 1.733 Rp.85.142.543 Rp.4.324.699 5,08%

13 Tanjung Pule 815 Rp.17.338.925 Rp.8.871.852 51,16%

14 Permata Baru 1.431 Rp.42.769.216 Rp.3.039.363 7,10%

15 Pulau Semambu 599 Rp.164.627.678 Rp.93.083.206 56,54%

16 Palemraya 1.257 Rp.208.907.122 Rp.134.435.711 64,35%

Total 16.652 Rp.2.219.572.651 Rp.843.311.577

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir, 2019

Berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa setiap desa yang ada di

kecamatan Indralaya Utara untuk PBB tidak pernah terealisasi sesuai dengan

target. Beberapa desa seperti desa permata baru merupakan desa yang sangat

kecil menyumbangkan penerimaan PBB, sedangkan desa Purnajaya dan Soak

Batok menyumbangkan penerimaan PBB cukup besar walaupun masih jauh

dari target yang telah ditetapkan. Walaupun jumlah wajib pajak cukup banyak

disetiap desa tetapi tetap saja tidak membuat realisasi mencapai target.
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Pada tahun 2017 ini juga realisasi PBB di kecamatan Indralaya Utara sangat

jauh dari target dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat serta tingkat

pendapatan wajib pajak.

Dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka penulis

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Faktor-Faktor Penyebab

Tidak Terealisasinya Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan Di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan

permasalahan dalam penelitian ini adalah Faktor apa saja yang menyebabkan

tidak terealisasinya pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan

dikecamatan Indralaya Utara kabupaten Ogan Ilir ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan yang akan dicapai

dari penelitian ini ialah Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan tidak

terealisasinya pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan pada

pemerintahan di daerah kabupaten Ogan Ilir.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini, penulis mengharapkan hasilnya dapat

memberikan manfaat pada berbagai pihak:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan menambah ilmu pengetahuan bagi

penulis dan wawasan bagi penulis maupun yang membaca hasil penelitian

ini.
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2. Bagi Badan Pendapatan Daerah Ogan Ilir

Hasil penelitian ini diharapakan dapat digunakan sebagai bahan informasi

dan masukkan bagi pimpinan dalam rangka pengambilan langkah-langkah

kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas yang sudah

ada.

3. Bagi Almamater

Sebagai referensi dan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak yang

berkepentingan khususnya mahasiswa sebagai acuan untuk melakukan

penelitian selanjutnya.
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